
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 

:  05 /HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 

21 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA. 

 

ABSTRAK   :bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan pengelolaan  informasi dan dokumentasi 

dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sumbawa 

serta untuk  melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pengangkatan, 

susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana 

dimaksud dengan  Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumbawa adalah: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 565), sebagaimaa 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang 



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa  Layanan Informasi pemilihan Umum, Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 

Penyelesaian Sengketa  Layanan Informasi pemilihan Umum, 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa  Layanan Informasi pemilihan 

Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa  Layanan Informasi 

pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sumbawa ini diatur tentang:  

Merubah Keputusan Nomor 21 Tahun 2015 dan mengangkat 

Kembali  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. 

CATATAN :    -   Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak  

tanggal ditetapkan 

 Pada tanggal 23 April Tahun 2021 

- Lampiran I, 1 Halaman 

- Lampiran II, 1 Halaman 

- Lampiran III, 2 Halaman 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


